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A. Pengertian Zakat 
Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah 
(ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh 
dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan 
bertambah jika diberkati. Kita ini juga sering dikemukakan untuk makna 
thaharah (suci) (Az-Zuhaily, 2008: 82). 
Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, 
kemanfaatan dan kebenaran (Ash-Shiddieqy, 1997: 3). 
Harta yang dikeluarkan syarat’ dinamakan dengan zakat, karena zakat 
akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari 
bencana-bencana (Az-Zuhaily, 2011: 164). 
Dari definisi di atas, tujuan menunaikan zakat adalah membersihkan 
harta dan jiwa, sehingga orang-orang yang menunaikan zakat berarti ia telah 
membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran noda dan dosa, zakat 
juga sebagai lambang syukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya 
(Hasbiyallah, 2013: 245). 
Dalam pengertian istilah syara’, zakat mempunyai banyak 
pemahaman, di antaranya: 
1. Abu Hasan al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan 
memperbaikinya, serta menyuburkannya, menurut pendapat yang lebih 
nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. 





2. Menurut Sayyid Sabiq zakat secara istilah adalah nama sesuatu/benda 
yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. 
Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung unsur mengharapkan 
karunia Allah, mensucikan jiwa, dan menumbuhhkan berbagai macam 
kebijikan (Hasbiyallah, 2013: 245). 
3. Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 
mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu (Az-Zuhaili, 2007: 165): 
a) Imam Malik mendefinisikan zakat yaitu dengan mengeluarkan 
sebagian khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai 
nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang 
yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya, dengan catatan, 
kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang 
tambang dan bukan pertanian (Az-Zuhayly, 2008: 83). 
b) Imam Hanafi memberikan definisi bahwa zakat merupakan 
pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta 
tertentu kepada orang tertentu  yang telah ditentukan oleh syriat, 
semata-mata karena Allah. 
c) Imam Syafi’i memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk 
barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk 
zakat fitrah) kepada pihak tertentu. 
d) Imam Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada 
kelompok tertentu pada waktu tertentu. 
4. Menurut Hamdan Rasyid, di dalam al-Qur’an kata zakat disebutkan 





Bahkan jika digabungkan dengan perintah untuk memberikan infak, 
sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka 
jumlahnya mencapai 115 kali (Andri Soemitra, 2012: 407). 
Sedangkan dalam undang-undang No 23 Tahun 2011 zakat adalah 
harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 
Islam. 
B. Dasar Hukum Zakat 
Di dalam al-Quran banyak yang menyuruh, memerintah dan 
menganjurkan kita menunaikan zakat. Demikan pula banyak sekali hadis 
Nabi yang memerintahkan kita memberi zakat. 
Banyak ayat al-Quran yang mengajurkan zakat diantaranya QS al-
A’raf: 156. 
                             
                            
                   
 “Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; 
Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada engkau. Allah 
berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku 
kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku 
tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang 
menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 
kami" (QS. al-A’raf: 156). 
 
Dalam ayat al-Quran juga diatur mengenai orang-orang yang berhak 






                            
                         
      
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. at-Taubah: 60). 
 
Secara umum, pesan pokok yang terdapat dalam ayat tersebut adalah 
mereka, kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara  ekonomi 
mereka berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam 
pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang 
memang membutuhkan, sehingga telah menerima zakat, dalam periode 
tertentu berubah menjadi pembayar zakat (Ahmad Rofiq, 2004: 267). 
Hukum zakat dalam Al-quran masih bersifat (global), tanpa 
penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, 
berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah 
sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan kolaboratif 
(Abdul Azis dan Abdul Wahab, 2013: 345). 
C. Syarat dan Rukun Zakat 
1. Rukun Zakat 
Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), 
dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai 





diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk 
memungut zakat (Al-Zuhayly, 2008: 97). 
Rukun yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu : 
a. Orang yang berzakat (Muzaki) 
b. Harta yang dikenakan Zakat 
c. Orang yang menerima zakat (mustahik) 
2. Syarat Wajib Zakat 
Syarat  Zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam 
ketiga unsur tersebut. Syarat ini sudah dijelaskan dari hadis-hadis Nabi 
Saw, di antara syarat tersebut adalah (Hassan Shaleh, 2008: 159; Al-
Zuhayly, 2008: 99 & 114; El-Madani, 2013: 21-22; Abdul Azis dan Abdul 
Wahab, 2013:347). 
a. Islam, menurut ijma’ zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat 
merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan 
orang suci. 
b. Mencukupi Nisab, nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan 
oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta. Batasan nisab 
merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya, jika 
harta seseorang belum sampai nisab yang telah ditentukan, maka ia 
belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib 
mengeluarkan zakat. 
c. Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan 





tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status 
kepemilikannya. 
d. Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun 
dengan mengunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang 
sudah mencapai satu nisab. 
e. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok, mazhab Hanafi 
mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan 
kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal 
ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Ibn Malik 
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah 
oharta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, 
misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang 
diperlukan untuk melindungi panas dan dingin, dan pelunasan utang. 
Orang yang memiki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang 
dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindarkan dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga 
dengan kebinasaan. Harta yang digunakan untuk untuk pelunasan utang 
sama dengan pekakas pekerjaan, perabot rumah tangga, binatang 
kendaraan, dan buku-buku ilmiah bagi pemiliknya. Menurut mazhab 
ini, yakni mazhab Hanafi, kebodohan adalah sama dengan kebinasaan. 
3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat 
a. Niat, para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan 





dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat”(Az-Zuhayly, 
2008: 114). 
b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). 
Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat 
diberikan kepada mustahiqq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh 
memberikan makan (kepada mustahiqq), kecuali dengan jalan tamlik 
(Az-Zuhayly, 2008: 117). 
D. Tujuan Zakat 
Zakat mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan 
bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat 
itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang 
diinginkan, yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran 
secara praktisnya (Mardani, 2012: 349).  
1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan mebantunya ke luar dari kesulitan 
hidup serta penderitaan (Daud Ali, 2006: 40). 
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, 
ibnu sabil, dan mustahiq lainnya (Mardani, 2012: 349). 
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada 
umumnya. 
4. Menghilangkan sifat kikir pada pemilik harta 
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang-orang miskin. 






7. Mengembangkan rasa tangung jawab sosial pada diri seseorang, terutama 
pada mereka yang mempunyai harta kekayaan. 
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 
menyerahkan hak ke orang lain yang ada padanya. 
9.  Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.  
E. Zakat dan Pendayagunaannya 
Pendayagunaan dana zakat, di dalam al-Qur’an surah At-Taubah ayat 
60 sebenarnya sudah jelas peruntukannya, yaitu Ashnaf Tsamaniyyah (8 
asnaf) atau yang biasa kita kenal dengan Mustahiq Zakat. Dalam UU No.38 
tahun 1999 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk 
mustahiq sesuai ketentuan agama dengan memperhatikan skala prioritas 
kebutuhan mustahiq dan bahkan dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha 
yang bersifat produktif (Mursyid, 2006: 85). 
Berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam 
empat kategori, yaitu sebagai berikut (Daud Ali, 2006: 62-63): 
1. Zakat konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada 
orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang 
bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan 
kepada korban bencana alam. 
2. Zakat konsumtif kreatif, yang dimaksud adalah zakat yang diwujudkan 
dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan 





3. Zakat produktif tradisional, yang dimaksud dengan kategori ini adalah 
zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya 
kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. 
4. Zakat produktif kreatif, dalam kategori ini semua pendayagunaan zakat 
yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik 
untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau 
menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. 
Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk 
mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan: 
1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf. 
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi 
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing (Soemitra, 2012: 
428). 
Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara 
produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin diatas. 
Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan professional 
sebagaimana penegelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau 
aturan sesuai dengan hukum syariah tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya 
ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu standard 
operating procedure (SPO) yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan 
oleh perusahaan (korporat). Salah satunya adalah manajemen pendayagunaan 






1. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka 
yang membutuhkan secara konsumtif ( tradisional dan inovatif) dan 
secara produktif (tradisional dan inovatif). 
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program 
unggulan di bidang pendidikan dan dakwah. 
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program 
unggulan di bidang ekonomi. 
F. Pendistribusian Zakat dan Penerimanya 
Zakat mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada delapan golongan. 
Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, 
budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan ibnu 
sabil (El madani, 2013: 155). 
Dalam beberapa firman Allah seperti yang terdapat dalam Qs, at-
Taubah ayat 60 dan Qs, al-Hud ayat 6 golongan yang menerima zakat 
diantaranya adalah: 
1. Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia 
memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi 
kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain 
sebagainya. Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung 
kehidupannya secara normal. Zakat diharapkan mampu memenuhi 
kehidupannya guna membeli peralatan yang diperlukan untuk bekerja 
kalau ia masih mampu bekerja, atau untuk membelikan barang-barang 





yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak 
yang akan ia gunakan dalam usahanya itu ( El-Madani, 2013: 158). 
2. Miskin 
Miskin adalah orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi 
kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin 
menurut mayoritas Ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan 
tidak mempunyai pencarian yang layak untuk kebutuhannya (Andri 
Soemitra, 2012: 424). 
3. Amil Zakat 
Adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam untuk 
menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. 
Orang ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang 
kaya. Ketentuan ini berlaku jika pemerintah tidak mengaji mereka di 
Baitul Mal, namun jika pemerintah telah mengaji mereka maka tidak 
boleh diberi zakat lagi sebab ketika sudah mendapat gaji mereka otomatis 
tidak memiliki hak dalam zakat sedikitpun (Abdul Aziz dan Abdul 
Wahab, 2015: 408). 
4. Mualaf 
Mualaf yakni golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, 
dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya 
keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka 
lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang 






5. Budak  
Orang yang termasuk di dalamnya adalah orang yang riqab, sedang 
dia diberi kesempatan oleh tuannya untuk membebaskan dirinya 
sehingga mendapatkan status manusia merdeka. Hal ini mungkin 
dilakukan pada zaman dahulu, namun pada saat ini sudah tidak kita 
temukan lagi jenis perbudakan ini (Yunus Hanis Syam dan Rahmah 
Kumala Dewi, 2008: 100). 
6. Gharim 
Pemahaman terhadap gharimin dalam berbagai literatur tafsir atau 
fiqh dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri 
dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang. 
Namun kelompok Syafi’iyyah menyatakan bahwa gharim meliputi: 
a. Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dana 
zakat dapat diberikan untuk pengganti pengeluaran tersebut, 
meskipun orangnya secara pribadi mampu. 
b. Hutang untuk kepentingan pribadi. 
c. Hutang karenamenjamin orang lain. Untuk dua yang terakhir, dana 
zakat diberikan kepada yang berhutang kalau dia tidak mampu 
membayarnya. Hutang yang disebabkan oleh upaya mendamaikan 
dua orang yang bersengketa, meskipun yang berhutang secara 
pribadi kaya, ia berhak mendapatkan bantuan dana zakat untuk 
mengganti dana yang dikeluarkannya. Begitu juga hutang yang 





seperti dana yayasan anak yatim, atau rumah sakit untuk pengobatan 
masyarakat miskin atau sekolah untuk kaum muslimin. 
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa hutang yang timbul 
akibat dari operasional upaya penyelesaian sengketa dalam bentuk 
apapun dapat didanai oleh dana zakat. Seperti advokasi, penegakan 
HAM, perlindungan anak dan bantuan hukum, terutama bagi umat Islam 
yang tidak mampu untuk mendapatkan haknya. 
Biaya operasional program dimaksud tentu saja dapat didanai 
dengan dana zakat. Hal itu disebabkan kegiatan tersebut termasuk pada 
upaya untuk menyelesaikan sengketa dan biasanya dialami oleh 
masyarakat tidak mampu baik akses, ataupun ekonomi. 
7. Fisabilillah 
Merupakan orang yang berusaha dan berjuang untuk 
menyebarluaskan ajaran Islam, serta mempertahankannya. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa yang termasuk fisabilillah adalah tentara sukarelawan 
yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Orang-orang inilah yang 
berhak memperoleh zakat, baik mereka yang kaya maupun yang miskin 
(Hasbiyallah, 2013: 251). 
8. Ibnu sabil 
Adapun ibnu sabil adalah orang yang habis perbekalannya dalam 
perjalanan. Maka kepadanya diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan 







G. Prosedur Pelaksanaan dan Pendayagunaan Zakat di Indonesia 
1. Pengumpulan zakat 
Dalam pelaksanaan zakat sudah terdapat pada undang-undang 
yang, mengaturnya berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21-24 
menyatakan:  
a. Muzaki biasanya menghitung sendiri atas kewajiban Zakatnya 
b. Apabila dalam penghitungnannya tidak dilakukan sendiri maka dapat 
meminta bantuan ke BAZNAS. 
c. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada baznas atau laz 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 
d. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada 
setiap muzaki. 
e. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pengurang penghasilan kena pajak. 
f. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi, 
dan baznas kabupaten atau kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
2. Pendistribusian Zakat 
Berdasarkan pasal 25-26 
a. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat 
Islam. 
b. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 






3. Pendayagunaan Zakat 
Pendayagunaan zakat sangat berpengaruh terhadap perekonomian 
masyarakat menengah ke bawah (mustahiq). Secara tidak langsung zakat 
dapat membantu pemerintah dalama meningkatkan perekonomian 
masyarakat. Hal ini sesuai dengan undang-undang zakat pasal 27 Tahun 
2011. 
a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.  
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah 
terpenuhi. 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Menteri.  
Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat pada pasal 53 dan 55 yang menyatakan bahwa: 
a. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ 
dan/ atau secara langsung. 
b. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: 
1) Lembaga negara 
2) Kementerian/ lembaga pemerintah non kementrian 





4) Perusahaan swasta nasional dan asing 
5) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 
6) Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan  
7) Masjid negara. 
c. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh 
BAZNAS. 
d. BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan 
zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. 
e. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: 
1) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah 
kabupaten/kota; 
2) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; 
3) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota; 
4) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota; 
5) Masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya; 
6) Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; 
7) Kecamatan atau nama lainnya; dan 
8) Desa/ kelurahan atau nama lainnya. 
f. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh 
BAZNAS kabupaten/kota.  
